LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2009 NOMOR 4

Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTAENG

bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor
41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka
dipandang perlu membuat pengaturan mengenai organisasi
kelurahan;

bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, maka perlu
membentuk Peraturan Daerabh.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3890);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);



Menetapkan

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTAENG
dan
BUPATI BANTAENG

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
KELURAHAN

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

I S e

Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng.

Bupati adalah Bupati Bantaeng.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng
Kelurahan adalah Kelurahan dalam Kabupaten Bantaeng;

Lurah adalah Kepala Pemerintahan Kelurahan dalam Kabupaten
Bantaeng;



BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 2

(1) Kelurahan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten yang berkedudukan di wilayah
Kecamatan.

(2) Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

(3) Lurah sebagaiman dimaksud ayat (2) diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari
Pegawai Negeri Sipil.

(4) Syarat-syarat Lurah sebagaiman dimaksud ayat (2) meliputi :
a. Pangkat/golongan minimal Penata (lll/c);
b. Masa kerja minimal 10 tahun;
c. Kemampuan tekhnis dibidang administrasi pemerintahan dan memahami sosial

budaya masyarakat setempat.

Pasal 3

(1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas pokok
menyelengarakan usaha pemerintahan, pembangunan dan kemasayarakatan.

(2) Selain tugas pokok sebgaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan
pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati;

(3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan
kebutuhan Kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan
akuntabilitas;

(4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan
sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Lurah
mempunyai tugas :

Pelaksanaan kegiatana pemerintahan kelurahan;

Pemberdayaan masyarakat;

c. Pelayanan masyarakat;

d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
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Pemelihraan prasarana dan fasilititas pelayanan umum,;
Pembinaan lembaga kemasyarakatan

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Kelurahan
terdiri dari :
a, Lurah;
b. Perangkat Kelurahan :
1. Sekretaris Kelurahan;
2. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban;
3. Seksi Penyusunan Program;



4. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Dalam melasanakan tugasnya perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada
Pasal 5 huruf b bertanggung jawab kepada Lurah;

d. Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b, diisi dari Pegawai
Negeri Sipil yang diangkat oleh sekretaris Daerah Kabupaten atas usul Camat

Pasal 6

Struktur organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, lurah melaksanakan koordinasi dengan Camat
dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya.

Pasal 8

(1) Pimpinan satuan kerja tingkat Kelurahan bertanggung jawab memimpin dan
mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing;

(2) Setiap pemimpin satuan kerja di Kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya
masing-masing.

BAB V
KEUANGAN

Pasal 9

(1) Keuangan Kelurahan bersumber dari :
a. APBD Kabupaten yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya;
b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan bantuan
pihak ketiga;
c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat’
(2) Alokasi anggaran Kelurahan yang berasal dari APBD Kabupaten sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a memperhatikan faktor-faktor, sekurang-kurangnya :
Jumlah penduduk;
Kepadatan penduduk;
Luas wilayah;
Kondisi geografis/karakteristik wilayah;
Jenis dan volume pelayanan,;
Besarnya pelimpahan tugas yang dilimpahkan.
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BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10
Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Kelurahan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan daerah ini sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.



BAB VIl
ESELONERING

Pasal 11
(1) Lurah adalah jabatan struktural Eselon IVa.
(2) Sekretaris Lurah adalah jabatan struktural Eselon IVb.

(3) Kepala Seksi adalah jabatan struktural Eselon Vb

BAB VIl
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12
Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun
2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.

BAB Xl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal, 5 Mei 2009

BUPATI BANTAENG
Cap./ttd
H.M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal, 19 Mei 2009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2009 NOMOR 4



